EBONG
PROVINGI BENGKULY

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

'AHUN 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67T
TENTANG PENJABEARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

BUPATI LEBONG,

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negen

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 160 ayat (1), Pergeseran anggaran
antara unit organisasi, antara kegiatan, dan antara jenis
belnnja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1)
huruf b serta pergeseran antara obyek belanja dalam jenis
dan antara rincian obyvek belanja diformulasikan dalam
DPPA-SKPD, Ayat (2). Pergeseran antara rmincian obyek
belanja dalam obyvek belanja berkenaan dapat dilakukan
atas perselujuan PPRD. Avat (3). Pergeseran antar obyvek
belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas
Persetujuan Sckretaris  Daerah, Ayat  [3). Pergeseran
angearan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan avat (3)
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk

selanjut dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan AFPBD;

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana huruf a,
periu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja D
Tahun Anggaran 2019, . heren

Undang-Undang MNomor 9 Tahun 1967

tentan
Pcmbr.*r:ltul-:an Provinsi  Bengkulu (Lembaran N:gar:gl
Republik Indonesin Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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10,

11,

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349,

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran P;z%laarﬁ
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah _Pusar. Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentlang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 qu-:}r B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan
Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



Menetapkan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tent]gng
Tahapan, Tata Cara Fenyusunan, Pengendalian ;E
Evaluasi Pelaksanaan Rencana F_'embangunan B%ae; "
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nnmnr
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO
4817);

tan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun é?éﬁln;?;easis
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blran Negera
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemba
Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelnlg.a.t}r aﬁﬁﬂalz‘lg?;
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonems;) ke ripor
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republi
Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Fﬁmbglaal.g
Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Ta unb =
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah %Lfmb all-;an
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tamba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tal_lun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Hegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}, sebagmmana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2018 Nomar 11);

18. Peraturan Bupati Lebong Nomor 67 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Lebong Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 67 Tahun

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapa .
tan d
Daerah Tahun Anggaran 2010. p an Belanja

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI LEBONG T
KEDOA ENTANG PERUBAHAN

PERATURAN BUPAT
2018 TENTAN I NOMOR 67 TAHUN

G PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.




Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 67 Tahun 2018
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 diubah sehingga menjadi dengan rincian scbagai berikut :

1. Pendapatan

n. Semula Rp. 706.270.790.924,71
b, Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan setelah Rp. 706.270,790.924,71
Perubahan
2.  Belanja
a. Semula Rp. 720.028.828.593,00
b. Bertambah) {berkurang) Rp. 0,00
Juminh Belanja sctelah Rp. =90,928.828.593,00
Perubahan
Surplus/({Defisit) sctelah Rp. 0,00
Perubahan

3. Pembinyann
A. Penenmaan

1) Semula Rp. 10.658.037.668,29
N 2) Pertambah Rp. 0,00
Jumlnh Penerimaan setelah Rp. 19.658.037.668,29
Perubahan
b, Pengeluarnn
1} Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / [berkurang) Rp. 0,00
Jumlnh Pengelunmn setelah Rp. 0.00
Perubnhan
Jumbih Pembdiavaan neto Rp, 0.00
setelah perubahan
Sixn lebih pembiavaan
anggaran setclah perubahan Rp. 0,00
Pasal 2
: Ringkasan Peruba:han Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
(- lercantum sebagaimana dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud d brdm ot Tt
: . alam P. n bih
lanjut dalam Lampiran 1l Peraturan Bupali ini. aeal 1 dirinci lebd

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam

. Pasal
yang tidak terpisahkan dari Peraturan B 2 dan Pasal 3 meru

aka i
upati ini. P hagen



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 23 Juli 2019

““BUPATI LEBONG
mﬁrm

L]

H. ROSJONSYAH

—

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 23 Juli 2019

rus

H. MUST

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR

PEMERNITAH KABUPATEN LEBONG
-BAGIAN HUKUN.__4

| [ o '»*-w.-t:ur.'u\ f
| _ |

L 1]




